Menimbang :

Mengingat :

LURAH DUWET

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor
4 Tahun 2023;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14
dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5339);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

/7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2024,
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Gubernur D.l.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.l.Yogyakarta
Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan

Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimeewaan Kepada

Pemerintah Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 0);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007

tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah
dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan
pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

tahun 2007 Nomor 17 seri E)

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1)
sebagaiana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24)

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah | dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)
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L7 Peraturan Bupati Gununglddul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daltar Kewenungan Desa Derdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Derskala Dess di Kabupater
(Herita Daerah Kabupaten Gununglddal Tahun 2018 Nomor
80)

18 Peraturan Bupati Gunungladul Nomor 105 Tahun 2020
tentang Tata Carn Pengadaan Darang/Jasa Kalurahan,

19, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024,

20,  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
21  Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Duwet

Tahun 2019 Nomor 4),
21. Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
Duwet Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Duwet

Tahun 2020 Nomor 8);

729.  Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
(Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET

dan

PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN

2024.

Menetapkan



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
dengan perincian sebagai berikut:
Pendapatan Kalurahan

-

2

3.

1.1 Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 30.500.000,00
1.2 Transfer Rp. 1.842.945.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 1.500.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.874.945.000,00
Belanja Kalurahan
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 913.719.817,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 750.578.500,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 54.329.636,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 82.250.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mend Rp. 109.518.014,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.910.395.967,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp 35.450.967,00)
Pembiayaan Kalurahan
3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp. 85.450.967,00
Rp. £0.000.000,00_

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

3.3 Selisih Pembiyaan ( 3.1 - 3.2)

Rp. 35.450.967,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. daftar penyertaan modal (jika tersedia}

c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya (jika ada).



Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 sebagal landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

()

(2)

()

(4)

Pasal 5
Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.
Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kritena:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

Kalurahan,;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Kalurahan pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar objek belanja;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.



Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan
dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada
Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.,

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran
Kalurahan Duwet

Ditetapkan di Duwet
pada-tanggal 29 Desember 2023

: i e I' ! e ™
Bl DUV
< EWN PN NN
- 2 % *'."r'...,‘"-“
e g— -‘-"‘..,‘ P 1,.:!"\

Diundangkan di Duwet
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,
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NUR IHSAN DWI RIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2023 NOMOR 6



BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN DUWET KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

—_

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu
dua puluh tiga, bertempat di Aula Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan rapat/sidang bersama antara
Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL dalam rangka membahas @ Peraturan
Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)

tahun Anggaran 2024.
Dalam Rapat/sidang bersama dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal

sebagaimana Daftar Hadir terlampir. Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh
kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Rapat / sidang antara Pemerintah

Kalurahan dan Bamuskal dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL sepakat Tentang Peraturan
Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

(APBKal) tahun Anggaran 2024.
2. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Kalurahan Duwet Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal) menjadi Peraturan Kalurahan
Duwet Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan

BAMUSKAL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah

dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 29 Desember 2023




Hari / Tanggal

DAFTAR HADIR

-~ Jumat, 29 Desember 2023

Jam - 09 00 w/d solesai

Tempat - Aula Balai Kalurahan Duwet

Acara - Rapat / sidang penetapan APBKal tahun anggaran 2024
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAM KALURAMAN DUWETY

TAHUN ANGOARAN 2024

Joris APBDes  APRDes Awal

4

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Transfer
Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAM 1.874.945,000,00
BELANJA

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga 109.518.014,00

T woweewa | e

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya

641.482.332,00
406.692.121,00

752.703.500,00




LAMPPIRAN
FPERATURAN KALURAHAN DUWET
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN DUWET
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes :  APBDes Awal

KODE

REKENING

1.1

1.1.01
1.1.01
1.1.02
1.1.02
1.1.03
1.1.03
1.1.04

1.1.04
1.1.05
1.1.05
1.1.06

1.1.06
1.1.07
1.1.07
1.1.08

1.1.08

1.2,
1.2.03

1203

1.2.03
1.2.94
1294

4

4.1
4.2
4.3

5.1

1.

S.1.

5.2

o.1.

5.2

. 52

5.2

8.2
53

5.2

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Transfer
Pendapatan Lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

STUAN A N U ARARN SINTAMAN LU 3 M

Penyelenggaran Belanjz Siitap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Belanja Pegawal

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Belanja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawal

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK
D dil)

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga
m, Listrik dil)

Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des
a

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintzhan Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ™
)

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa

IS, 00172024 10,1919

1.842,945.000,00
1.500.000,00

1.874.946.000,00

913.719.817,00
780.307.372,00

46.800.000,00 | ADD

46.800.000,00
$10.120.000,00
510.120.000,00
35.347.392,00
35.347.392,00
75.032.440,00

ADD

ADD, DLL, PAD

75.032.440,00
49.214.940,00
49.214.940,00

7.910.000,00

ADD

ADD

7.910.000,00
31.872.600,00
31.872.600,00
24.010.000,00 | pps

ADD, PBH

24.010.000,00

80.943.827,00
74.600.000,00 | pDS

220.000,00

74.380.000,00
2.250.000,00 | PAD
2.250.000,00

Halaman 1



KRODE GARAN
(Rp)
Penyediaan Jasa PerbaikanvService Peralatan Kerja 4.003.827.00 MJD
1298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.093.827,00
1.3 Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipll, Statistik 34.406.750,00
dan Kearsipan
1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 34.006.750,00 | DDS
1.302 | 8.2 Belanja Barang dan Jasa 22.406.750,00
1302 | 53 Belanja Modal 11.600.000,00
1.3.90 Penyusunan Monografi Desa 400.000,00 | PAD
139 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 16.035.000,00
dan Pelaporan
1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 4.425.000,00 | PAD
1403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.425.000,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 3.010.000,00 | PBH
J dil)
1404 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.010.000,00
1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 4.000.000,00 | PBH
1405 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 400.000,00 | PBH
arakat
14.07 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
1408 Pengembangan Sistem Informasi Desa 4.200.000,00 | DDS
1408 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 2.026.868,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.026.868,00 | ADD
1.5.06 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.026.868,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 780.978.500.00
2.1. Sub Bidang Pendidikan 21.000.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 21.000.000,00 | DDS
a (Honor, Pakaian dll)
2.1.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
2.2. Sub Bidang Kesehatan 60.734.000,00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 12.028.000,00 | DDS
KB, dsb)
2201 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.028.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 21.268.000,00 | DDS
2202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 21.268.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 24.848.000,00 | DDS
2204 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.148.000,00
22.04 | 5.3, Belanja Modal 6.700.000,00
2.2.91 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2.590.000,00 | DDS
2291 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.590.000,00
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 637.279.500,00
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Belanya Barang dan Jess
Melanjs Modal

Pemeliaraan Jalsn Lingkungan Pemukiman/Geng

Belanja Barang den Jasa
Helanja Modal

Pemaitareen Prassrans Jalan Desas (Gorong-gorong/Selokan/P srt/Drains

se G
Belanja Barang dan Jasa
Helanja Modal

Pambangunan/Rehabllitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Pembangunan/Rehablitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Sub Bldang Kawasan Pemukiman
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya

kK Huni GAKIN
Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda

an & Olahraga Milik Desa
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Operasional Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK

PK Desa)

Belanja Barang dan Jasa
Operasional LPMD dan/atau LPMP

Belanja Barang dan Jasa

-
(Rp )
—

224 568 000,00 | Do
6 300 006 00

218 568 000,00
8608600000 | DO PR
WL 000 06

86720 006 00
ASAN G006 | DOS

475.0006 .06

A2 956 000 .06
126.133.000,00 | 0OS
300000,

125.833.000,06
156.762.500,00 | D08

150.000,00
156.612.500,00

31.565.000,00
31.565.000,00 | DOS

31.565.000,00

30.759.636,00

425.636,00

30.334.000,00
5.000.000,00 | PBH
5.000.000,00

5.320.000,00 | PBH

5.320.000,00
5.250.000,00 | P8H
5.250.000,00
8.000.000,00 | PBH
8.000.000,00

68.350.000,00 | DOS

68.350.000,00
13.900.000,00
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Belanja Barang dan Jasa
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Sub Bidang Penanggulangan Sencana
Kegiatan Penanggulanan Bencana
Belanja Tidak Terduga

1.518.014,00 | DOS
1.518.014,00

108.000.000,00
108.000.000,00 | OOS

Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00
e | ewmes
i i i Ak g s LG e aet e ot SaNTEe t SENEPRRET M RN SR ST )

SURPLUS / (DEFISIT) (35.450.967,00)
PEMBIAYAAN

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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